s

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Ketentuan Menjaga Orang Gila

Jakarta, 14 April 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang ini akan digelar pada Jumat (14/4), pukul 09.30 WIB dengan agenda
Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XX1/2023 ini diajukan oleh
Risky Kurniawan sebagai Pemohon | dan Michael Munthe sebagai Pemohon Il yang merupakan mahasiswa
Universitas Internasional Batam dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Norma yang diajukan Pemohon untuk
diuji adalah:

Pasal 491 ayat (1) KUHP: "barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya
sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”.

Para Pemohon berpendapat pasal a quo menimbulkan multitafsir dimana frasa “yang diwajibkan menjaga
seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain” dapat dimaknai seseorang mempunyai
kewajiban untuk menjaga seorang yang gila. Sedangkan kewajiban menjaga orang gila tertentu sebagai mana
dalam UU Kesehatan tidak disebut “orang gila” atau “orang sakit jiwa”, melainkan penderita gangguan jiwa
menurut Pasal 149 UU Kesehatan. Dalam KUHP tidak ditentukan siapa yang mempunyai kewajiban menjaga
seorang gila. Sehingga untuk memenuhi unsur adanya orang “yang diwajibkan menjaga seorag gila” sebenarnya
sulit dilakukan. Hal ini karena dalam peraturan hukum menurut Reglemen orang gila (sakit jiwa), Staatsblad 1897
No.54 kepada keluarga tidak dibebankan kewajiban hukum untuk menjaga dan merawat. Kalaupun ada, itu hanya
kewajiban moral saja.

Menurut Reglemen, keluarga dekat orang gila (sakit jiwa) atau jaksa memiliki kewenangan (hak) mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar orang yang sakit jiwa dapat ditempatkan di rumah
sakit jiwa. namun pada pasal a quo tidak mempunyai tolak ukur yang jelas/kepastian hukum sehingga
mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan kepada suatu subjek hukum (orang perseorangan/badan
hukum) sehingga pasal a quo justru digunakan sebagai alat pemidanaan. Oleh karena itu Para Pemohon merasa
hak konstitusionalnya dirugikan dikarenakan pasal dimaksud isinya tidak lagi dapat menjangkau perlindungan
bagi masyarakat.

Dalam sidang Pendahuluan (14/3), Para Pemohon diminta MK untuk mempelajari Peraturan MK Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di MK. Selain itu MK juga memberikan catatan tentang
kewenangan MK dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MK untuk dijadikan pedoman menyempurnakan
sistematika permohonan. Setelah mendapatkan nasihat dari MK (28/3) lalu, Para Pemohon menyempurnakan
uraian tentang kewenangan MK dalam mengadili permohonan ini dengan menyertakan undang-undang terbaru
serta menyempurnakan legal standing. (ASF)
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